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Abstract. The highest leader is the Head of the Madrasah, legally entitled to decide policies, make the right choices, 

and have a positive influence on teacher performance in order to foster a better work environment. This research 

was conducted at MA Muhammadiyah 9 Lamongan. Researchers use a qualitative approach because researchers 

and informants have direct contact and qualitative research is more descriptive in nature, the data collected is in 

the form of words. In this research, we try to explore the policy of the Madrasah Head at MA Muhammadiyah 9 

Lamongan regarding teacher performance. Data collection techniques include observation, interviews and 

documentation. The qualitative approach used in analytical techniques includes data reduction, data presentation 

and drawing conclusions. Based on the findings of this study, policy decisions were made in response to problems 

aimed at improving teacher performance through workshops, competency development and training.  
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Abstrak. Pemimpin tertinggi adalah  Kepala Madrasah, secara hukum berhak memutuskan kebijakan, mengambil 

pilihan yang tepat, dan  memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru guna menumbuhkan lingkungan kerja 

yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan di MA Muhammadiyah 9 Lamongan. Peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif  karena antara peneliti dan informan melakukan hubungan langsung dan penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif data yang terkumpul berbentuk kata-kata. Dalam penelitian ini untuk mencoba menggali kebijakan 

Kepala Madrasah di MA Muhammadiyah 9 Lamongan tentang kinerja guru. Teknik pengumpulan data meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif yang digunakan teknik analisisnya meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan studi ini, keputusan kebijakan dibuat sebagai 

respons terhadap permasalahan yang bertujuan meningkatkan kinerja guru melalui lokakarya, pengembangan 

kompetensi dan pelatihan.  
                Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kepala Madrasah 

 

I. Pendahuluan 

Pemimpin memiliki peran yang fundamental dalam mencapai tujuan yang diharapkan pada satuan 

Pendidikan. Pemimpin juga dituntut untuk bertanggung jawab atas sebuah kedudukan dalam 

kepemimpinannya. Pemimpin juga harus dapat mencapai sebuah target yang selaras dengan visi dan misi 

yang sudah disepakati [1]. Proses menuju satuan pendidikan sebagai madrasah yang bermutu tentu 

menghadapi banyak kendala, banyak permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang 

dihadapi oleh satuan pendidikan [2].  Kepala Madrasah sebagai pimpinan tertinggi sangat berpengaruh 

dan menentukan kemajuan lembaganya harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen 

yang tinggi, dan luwes dalam melaksanakan tugasnya [3].  

Kebijakan Kepala Madrasah merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat diambil atas beberapa 

pertimbangan oleh Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari pertimbangan 

tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan [4]. Kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu [4]. 

Kebijakan Kepala Madrasah adalah suatu ketentuan Kepala Madrasah yang berupa rangkaian 

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta cara 

bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang ingin di capai di madrasah dalam mengambil suatu 

keputusan dalam rangkah meningkatkan mutu kinerja guru [5]. Kinerja guru sendiri dipengaruhi banyak 

faktor diantaranya adalah model dan gaya kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan. 
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Sebagaimana diungkapkan Yogaswara bahwa Keberadaan kepemimpinan yang efektif (berhasil) 

merupakan kunci kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuannya.  

Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus 

dimiliki oleh setiap guru. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 1, Ayat 10, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Sedang pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Beranjak dari pemikiran teoritis 

di atas, diperlukan untuk merumuskan kebijakan peningkatan kinerja guru. Keberadaan guru yang 

profesional dan kompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan Pendidikan 

[6]. 

II. Metode 

Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Madrasah MA Muhammadiyah 9 Lamongan, Kabupaten Lamongan. Data dalam penelitian ini adalah 

informasi yang diberikan oleh sumber data yaitu subjek penelitian yang terdiri dari Direktur Pondok 

Pesantren, Kepala Madrasah dan Guru. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Kepala Madrasah adalah hasil Keputusan-keputusan yang dibuat secara baik dan 

bijaksana oleh Kepala Madrasah untuk seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsi seorang Kepala Madrasah sebagai leader (Pemimpin) dalam 

melakukan kebijakan Pendidikan dalam semua aspek [7].  

kebijakan tersebut meliputi yaitu:  

1. Kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial seperti kurikulum, penetapan tujuan, 

rekuitmen, penerimaan peserta didik 

a. Kurikulum 

Kurikulum adalah suatu sistem komponen-komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu 

sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan 

evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan 

adanya saling kerja sama diantara seluruh sub sistemnya [8].  

b. Pencapaian Tujuan 

Kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan harus memastikan bahwa setiap 

peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimal. Kebijakan ini harus 

memperhatikan keberagaman peserta didik, termasuk perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan 

budaya. Pencapaian tujuan pendidikan harus melibatkan evaluasi yang adil dan objektif untuk mengukur 

kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan [9]. 

c. Rekrutmen 

Kebijakan rekrutmen harus memastikan bahwa guru dan staf pendidikan yang direkrut memiliki 

kualifikasi yang sesuai dan kompeten dalam bidangnya. Proses rekrutmen harus transparan, adil, dan 

berdasarkan pada standar yang jelas. Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan daerah atau 

institusi pendidikan tertentu, serta mempromosikan keberagaman dan inklusi dalam tenaga pendidik [10]. 

Berdasarkan hasil wawancara disampaikan bahwa, 

d. Penerimaan Peserta Didik 

Kebijakan penerimaan peserta didik harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang 

adil dan setara ke pendidikan. Kebijakan ini harus mempertimbangkan keberagaman peserta didik, 

termasuk anak-anak dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Proses penerimaan 

harus transparan, objektif, dan berdasarkan pada kriteria yang jelas. Kebijakan ini juga harus memastikan 

bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan peserta didik [11].  

2. Kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan sistem kependidikan. 

Penting untuk mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan siswa, dan tujuan Pendidikan 

Nasional. Kebijakan yang baik harus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, memastikan 

kesetaraan akses, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan [12].  

3. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan tenaga kerja, promosi, 

pengawasan, dan penggantian keseluruhan staf.  
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Penarikan tenaga kerja atau turnover, juga perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu 

produktivitas Lembaga. Promosi adalah mekanisme penghargaan yang mendorong kinerja dan retensi 

karyawan. Pengawasan dan penilaian kinerja bisa mengedentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan 

membentuk dalam pengambilan keputusan dengan informasi yang lebih baik.  

4. Kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya non manusia seperti sumber 

finansial, Gedung dan perlengkapan. 

Kepala Madrasah adalah sebagai pendorong kunci berhasil atau tidaknya efektivitas madrasah, 

kualitas madrasah pada kualitas manajemen Kepala Madrasah. Dengan demikian, Kepala Madrasah 

berada diposisi paling depan di tengah-tengah guru, karyawan, dan siswa di madrasahnya. Prestasi 

kepemimpinan  dipengaruhi oleh harapan-harapan dari para anggota kelompok yang dipimpinnya. 

Harapan-harapan tersebut berhubungan dengan pengaruh kepemimpinan juga efektifitas, efesiensi dan 

kepuasan kerja staf [13].  

             B. Kinerja Guru 

 Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

atau dengan kata lain prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja guru dapat 

dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran. Seseorang[14]. Kinerja guru menjadi salah satu faktor tingkat mutu pendidikan, sehingga 

kepemimpinan madrasah yang baik harus mampu bekerja untuk meningkatkan kinerja guru[3].  

 Dalam gaya penilaian kerja guru, Kepala Madrasah juga mengawasi, menilai, dan melacak 

kemajuan. keputusan kepala madrasah dipraktikkan melalui program yang terorganisir dan bertahap, dan 

hal ini telah terjadi menunjukkan bahwa hal ini meningkatkan pengajaran di MA Muhammadiyah 9 

Lamongan. Dengan pendekatan interpersonal terhadap guru, kebijakan guru program penilaian kinerja 

berdasarkan temuan pengawasan dilaksanakan. Kepala madrasah harus mampu mengatasi kesulitan 

dengan satu analisis dan kemudian dengan analisis yang bisa diterapkan. Prinsipnya harus berpikir analitis 

dan konseptual. 

 Efektivitas guru dapat dipengaruhi oleh iklim madrasah. Untuk meningkatkan kinerja Bapak 

Ibu Guru dan sesuai pembelajaran abad 21, Kepala Madrasah mendorong guru untuk melakukannya. 

Karena Kepala Madrasah terus mencari cara untuk menyiasatinya. Cara untuk mengatasi tantangan saat 

ini termasuk administrator madrasah yang mendorong guru untuk melakukan hal tersebut menghadiri 

lokakarya, pengembangan, workshop dan sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Bapak Ibu 

Guru.Kinerja guru diharapkan dapat melampaui kinerja sebelumnya dana akan menjadi lebih baik karena 

berbagai upaya-upaya Kepala Madrasah. Guru yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat 

melaksanakan pekerjaan secara professional [7]. Kebijakan Kepala Madrasah adalah meningkatkan guru 

profesionalisme dengan mengembangkan kreativitas guru dalam pembelajaran, memberikan suasana 

yang kondusif lingkungan dalam pembelajaran, dan membangun rasa tanggung jawab guru. 

C. Implementasi  Kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru MA 

Muhammadiyah 9 

 Berdasarkan uraian indikator dalam proses pembelajaran di MA Muhammadiyah 9 

Lamongan penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru 

cukup efektif melalui: 

1. Pengembangan profesional 

  Seorang guru yang professional adalah guru yang sangat memahami disiplin 

ilmunya. Tetapi dalam pengembangan profesinya, seorang guru juga harus mengetahui disiplin ilmu lain 

karena konteks keilmuan profesional saat ini adalah multi-disipliner. Penggunaan variasi mengajar 

tersebut tetap dimaksudkan untuk merangsang suasana kelas yang kondusif, tidak membosankan, nyaman 

sehingga siswa juga mudah menyerap dan terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran[13].  

2. Kedisiplinan 

  Kedisiplinan guru sangat penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi 

model teladan, karena anak- anak bersifat suka meniru. Guru yang tidak disiplin tidak mungkin dipercaya 

untuk mendidik. Kebijakan Kepala Madrasah juga menghendaki para guru untuk datang tepat waktu di 

madrasah tetapi para guru menyadari bahwa datang lebih awal itu jauh lebih bagus karena siswa akan 

melihat contoh kedisiplinan.  

 Kinerja guru didefiniskan sebagai kegiatan guru berdasarkan kemampuan dan hasil yang 

dicapai secara professional dan proposional [15]. Upaya-upaya peningkatan kinerja guru dapat dilakukan 
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melalui program pengembangan profesional, evaluasi kinerja yang adil, dukungan dan mentoring agar 

tujuan meningkatkan kinerja guru dapat tercapai dengan baik dan terarah [16]. Kewajiban yang diemban 

guru adalah kemampuan dasar untuk menjalankan tugas secara profesional [17]. Satuan pendidikan yang 

bermutu tentu menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang solusinya harus dicarikan oleh 

Kepala Madrasah agar dapat menjadi madrasah yang lebih baik [18]. 

Salah satu kendala yang dapat mempengaruhi kemajuan madrasah adalah menurunnya 

efektivitas kinerja guru dalam menjalankan tugasnya [19]. Penurunan kinerja ini berpengaruh pada 

satuan pendidikan, karena guru memiliki peran yang sangat besar dalam proses pelaksanaan pendidikan 

[14]. Keberhasilan Kepala Madrasah dalam memimpin madrasahnya akan memberikan dampak pada 

peningkatan efektivitas kinerja guru [20].  Kemampuan Kepala Madrasah dalam mengelola sumber daya 

menjadi tolak ukur keberhasilan suatu madrasah [21]. Kelemahan dalam segi manajemen pendidikan serta 

kebijakan atau keputusan kepala madrasah yang tidak tepat, merupakan salah satu penyebab utama kurang 

memuaskannya mutu Pendidikan (Jidan ; 2022 ) [7]. 

 

IV. SIMPULAN 

Kebijakan kepala Madrasah yang diberlakukan di MA Muhammadiyah  9 Lamongan meliputi a. 

kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial seperti kurikulum, penetapan tujuan, rekrutmen, dan 

penerimaan peserta didik; b. Kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan sistem 

kependidikan; c Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan dan penarikan tenaga kerja, promosi, 

pengawasan, dan penggantian keseluruhan staf; d. Kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian 

sumber daya non manusia seperti sumber finansial, Gedung dan perlengkapan. 

Kinerja guru sangat ditentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Madrasah, perumusan 

program perencanaan yang dibuat Kepala Madrasah harus jelas dan transparan, pembagian tugas dan 

tanggung jawab kepada guru dengan bijak, dan terukur. Kepala Madrasah mengikutsertakan guru dalam 

kegiatan pelatihan dan melakukan supervisi sebagai kegiatan pengendalian kinerja guru. Kepala 

Madrasah melakukan supervisi menjadi masukan bagi kinerja guru, evaluasi yang berguna untuk 

meningkatkan potensi guru dan efektivitas dan meningkatkan taraf prestasi MA Muhammadiyah 9 

Lamongan. 

Kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru cukup efektif melalui 

Pengembangan profesional dan kedisiplinan. Keberhasilan Kepala Madrasah dalam memimpin 

madrasahnya akan memberikan dampak pada peningkatan efektivitas kinerja guru. Tinggi rendahnya 

mutu pendidikan di madrasah-madrasah sangat dipengaruhi oleh variabel manajerial yang dalam hal ini 

kemampuan manajerial Kepala Madrasah dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan untuk 

diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah. 
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